BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dan hasil analisa yang telah dipaparkan

sebelumnya, Penulis akan menarik kesimpulan dan menjawab rumusan

masalah yang telah dijabarkan sebelumnya pada bab I tulisan ini, yaitu:

1.

Apakah penonton film bioskop dapat dikategorikan sebagai konsumen
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen?

. Bagaimana perlindungan penonton film bioskop atas konten iklan (trailer)

yang tidak sesuai dengan film yang ditayangkan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

Kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

1.

Penonton film dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dalam UUPK
karena memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka (2)
UUPK. Begitu pula dengan pelaku usaha pembuatan film yaitu rumah
produksi dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dalam UUPK karena

memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka (3) UUPK.

Penonton film sebagai konsumen berhak atas pemenuhan hak-hak nya
sesuai dengan Pasal 4 UUPK dan juga Pelaku Usaha Pembuatan Film
harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 UUPK. Maka dari
itu, berdasarkan pasal 19 UUPK, Pelaku Usaha Pelaku usaha juga
bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen
akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan yang dalam analisis bab 4 adalah iklan (trailer) yang
tidak sesuai dengan film yang ditayangkan di bioskop. Penonton Film
selaku konsumen dalam UUPK, juga bisa mengajukan sengketa baik
melalui pengadilan maupun diluar pengadilan yang diatur juga dalam

UUPK pasal 45 ayat 2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat
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mengajukan gugatan tanggungjawab produk berdasarkan tanggungjawab
langsung (strict liability)/PMH yang beban pembuktian unsur kesalahan
ada pada pelaku usaha (Pasal 28 UUPK), sedangkan 3 unsur PMH lainnya
tetap dibuktikan konsumen (penonton film). Tujuan penyelesaian
sengketa diluar pengadilan diatur dalam Pasal 47 UUPK. Penyelesaian
sengketa diluar pengadilan melalui lembaga yang berwenang, yaitu
melalui BPSK dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi,
mediasi, dan arbitrase seperti yang diatur dalam Pasal 52 huruf A UUPK.

Saran

Saran untuk pelaku usaha adalah ikuti tahapan penyensoran , apabila sudah
mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor barulah mengiklankan filmnya ke
masyarakat. Pelaku usaha juga lebih baik melakukan tindakan preventif
seperti memberikan informasi kepada calon penonton film penuhnya/film
lengkapnya yang mana yang merupakan iklan/trailer aslinya karena banyak
trailer-trailer seperti deleted scene (adegan yang dihapuskan dari film
penuhnya) tetapi beredar luas di media , dan bahkan trailer filmnya yang

tidak resmi.

Saran untuk LSF adalah konsisten dalam melakukan penyensoran , pastikan

apakah film dan iklan masih sesuai ketika selesai disensor.
Saran untuk konsumen adalah agar konsumen selektif dalam melihat

informasi yang diberikan oleh pelaku usaha, agar dapat terhindar dari

kerugian-kerugian yang dapat terjadi.
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